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ABSTRAK

Demi efektifnye pelaksanaan kewenangan penvidikan dari Ankum dalam
melaksanakan tugas pokoknva untuk  memimpin kesatuan, maks pelaksanaan
kewenangan tersebut dapat dilakukan oleh Polisi Militer atau Oditur Militer, Namun
Oditur militer tidak dupat memeriksa secara langsung seorang anggota TNI AD yang
diduga melakukan tindak  pidana tanpa adanva  inreoduksi dari komandan
kesatuannya, dengan kata lzin Oditur hanva sebagal perpanjangan tangan «lari
Ankum. Adapun permasalahan vane dibahas dalam skripsi ini adalah mengensi
peranan  Oditer militer dalam penyelesaian perkara tindak pidana psikotropika,
bapaimana proses penyelesaiannya, dan kendala yang ditemui dalam penvelesaian
perkzra tindak pidana psikotropika, sera korelasi pelangzarsn tindak pidana
psikotropiks terhadap pembinaan disiplin dan pelaksanaan tugas TNI AL} di
lingkungan Korem 032Wirabraja. Untuk menjawab permasalaban i atas maka
dilakukan penelitian dengan  mengpunakan metode  penelitian  secara wueidis
sosielogis. Penclis mengumpulkanj data melalui penclitian kepustakaan {libeary
reszarch) dan penelitian lapangan (field research) puna memperoleh hahan hukum
sekunder dan bahan hukum primer kemuodian menganzalisa hasil penelitian tersebul
secara kualiatif. Dalam  penyelesaiun perkara tindak pidana  penyalahgunaan
psiketropika vang dilakukan oleh angghota TNT AD. Oditur mifiter MEm Ly
peranan vang sangat penting vaitu selain berkewajiban menvusun berita acara
pendapat kepads Papera untak terangnva suatu perkara pidana, juga bertindak selaku
pejabat yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan sebagai
pelaksana putusan atau penetzpan Pengadilan Militer. Oditur Militer juga dapat
bertindak  sebagai penyidik  untuk  melakukan  pemeriksaan  tambahan gLina
melengkapi hasil pemeriksaan Penyidik Polisi Militer spahila dinilai belum lengkap.
Dalam penerapannya, kewenangen Oditur militer dalam perkara tindak pidana
penyalahgunaan psikotropika terlihat dalam setiap tahap mulai dari pENErimaan
berkas perkars, pengelahan perkars, pemeriksaan tambahan, pengajuan  perkaru
kepada Papers, penyispan surat dakwaan sampat kepada penverahan perkara kepada
Penzadilan Militer. Dalam penyelesaian perkara tindak pidans penyalahgunaan
psikotropika ini tidak ditemui kendals berarti yang dapat menghambat proses
penyelesaian perkara pidana oleh Oditur Militer,
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negarg Republik  Indonesia  merupakan Negara Hukum.  Hal  ini
sebagaimana tertulis. dalam Pasal 1 symt (3) Undang-Undang Dasar Negara
Bepullit Indonesia Tahun 1945, Hukum mempunyai peran vang sengat strategis
dan posisi yang dominan dalan kehidupan masyarakar, berbangsa dan bernepara.
Hukum sebagar suatu sistern, dapal berperan dengan baik dan benar di temaah
masyarakal apabila instrumen pelaksanannva dilengkapi dengan l;.;-.'.-.,;q;,ngaj-l:
Lewenangan dalam bidang pensgakan hukom.

sub=zkt mengatakan bahwa “Hokum it mengabdi pada tujuan Negam
vang pada pokoknya adaleh mendatangkan kemakmurn dan kebahagiaan pada
raxyvainya 7 Jadi dapat dilihar bahwe peranan hukum sanga: penting sckali
didalary masyarakal. T setiap bagian kehidupan masyarakal past: terdapat hukum
vang mengatur setiap perzkan masyarakat dan masvarakat tundek pada hukum
vang ada.

Sebagal Warga Negara Republik Indonesia, militer bukan merupakan
kelas lersendiri karena setisp angeoly militer adalzh juge sebagal masvarakat
bizsa, sebagaimana tercantum dalam pedoman hidup Tentara Masional Indonesia
vaitu Sapta Marga dalam Marga Kesatu menvatekan “Kami Warga Negara

resatuzn Republik Indonesia Yang Hersendikan Pancasila”. Tetapi dengan

Suteki sebapnmana diketip dalam Muordersizs Zoini. fahineer Tavo Bk Srdonesiz Uzasha
tasional. Surabayva. 19855 Hal 18-1%



adanva beban kewajiban sebagai inti deri pembelaan dan pertahanan negara,

diperlukan svaty pemeliharan ketertiban vana lehil perdisiplin galam menjaga

keutuhan organizasi, Untuk i diperlukan sua hukum vang Khusus bagi militer.

Beekhususan it ialah babwa masyarakat temara itu adalzh pengkhususan dari

masyarakat umum’,

Unuk menjaga integritas Tentara Masicnal Indanesia sera menjamin
terlaksana dan berhasilnyva fugas militer, maka disamping peraturzn vang herlakuy
umum, diperlukan pula peratran-persturan khusus vang sifatnva keras dan
ancaman hukumannyan lebih berat dengan alasan’ ;

. ada beberapa perbuatan yang hanva dapal dilakukan oleh tentar saja dan
bersitat asls militer dan tidak berlaku bagi omum, misalnya desersi, menolak
perintah dinas, insubordinari.

2. terhadap beberapa kejahatan berat vang dilakukan oleh militer dalam keadaan
tertentu, ancaman hukuman dalam bukem pidanz umum & angzap lerfaly
ringan.

1. apabila persoalan tersebut di atas dimasukkan ke dalam KUHP akan membuat
KUHE sukar dipergunakan, karepa ketentuan-ketentuann ini hanva berlaku
bagi sebagian kecil angeata masyarakat yang merupakin Justisiabel peradilan
militzr.

Dalam kehidupan ketentaraan menghendaki ketertiban sera pentaatan
disiplin: bagi seluruh anggotanyva, Begit juga dafam kesatyan TNI-AD. adanva

asas kesatuan komando {unity of command) membawa  kansckiensi vaitu

* Moch. Faisal Salzm, Hiekwe dcava Fetean Srdfoesia, Mandor Moju, Bans uAg. 1996, kal, 1
" mach. Faisal Salam, Feradilon WHier fadoreria, Mondar Maju, Handung. 1994, ka4
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PENUTUP

A. KESIMPULAN
Perdasarkan  hasil pembahasan pada Bzh 110 sebelumnva penulis
mengambil bekerapa kesimpulan sehagai berikut ;

1. Feran Chditur Militer dalam proses penvelesaian perkara vang dilakukan olsh
prajurit TNT AT} di lingkungan Korem 032'Whr khususnva tindak pidana
penvalahguraan psikotropika  adalah selain herkewajiban menvisun berica
zcara pendapat kepada Papera untuk terangnya suata perkera pidana. juga
bertindak selaku pejabat vang diberi wewenang untuk bertindak  sehapai
penuntul umum dan sebagai pelaksana putusan atan peretapan Penpadilan
Militer. Chdimur Militer juga dapat bertindak schapai penvidik untuk melgkukan
pemeriksasn tambahan puna melengkapi hasil pemerikeaan Penvidik Palisi
Militer apahila dinilai belum lengkap,

2. Proses pemeriksaan vang dilakukan nleh Oditar Militer dalam menvelesaikan
perkara tindak pidana penyalahgunaan psikotrotika terhadap anggata TH1-AD
di lingkungan Korern D32/Wirabraja berpedoman kepada Petunjuk Pelaksana
Tatalaksana  Adminisiasi Di Lingkungan Peradilan Militer (SKEP KA
BABINKLUM ABRI : SKEP/A 619800

3o Odiur Militer dalam menyelesaikan perkara tindak pidana penvalahgunaan

prikotratika vang dilakukan oleh anggota TNI-AD di hingkungan Korem

U327 irabraja menghadapl  beberaps kendala  amtara lain dalam  hal

Bi}
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